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EDITORIAL

Meluruskan Arah
Desentralisasi

SEBAGALI salah satu buah manis
dari reformasi, otonomi daerah
punya tujuan mulia. Lewat oto-
nomi atau desentralisasi, peme-
rintah daerah diharapkan lelu-
asa merumuskan kebijakan yang
diperlukan untuk menyejahtera-
kan rakyatnya.
Namun, meskipun sudah lebih
dari dua dekade diberlakukan,
SNE - ptonomi daerah masih jauh dari tujuan
mulia itu. Dengan kewenangan yang begitu
besar, pemerintah daerah tetap saja kecil kemampuan dan
kemauan dalam menggerakkan mesin pembangunan di
daerah masing-masing.

Otonomi daerah majal hampir di semua sektor. Pemda
masih saja gagap mengoptimalkan segala potensi dan
benefit dari perubahan hubungan pusat dengan daerah.
Akibatnya jelas, alih-alih melesat maju, roda pemba-
ngunan jalan di tempat, bahkan tak jarang beringsut ke
belakang.

Fenomena itu sudah lama menjadi sumber kegelisahan
kita. Fenomena itu pula yang diungkapkan Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI
DPR, kemarin.

Sri Mulyani menguraikan secara gamblang seabrek
persoalan daerah. Dia, misalnya, menyebut bahwa pemda
belum mengoptimalkan transfer ke daerah dan dana desa
(TKDD) yang diberikan pusat. Dia juga mengungkapkan,
kemampuan daerah dalam mendapatkan pendapatan asli
daerah (PAD) jauh dari optimal sehingga proporsi penda-
patan APBD masih didominasi TKDD.

Pengelolaan keuangan daerah setali tiga uang, belum
efektif dan efisien. Hal itu tecermin dari belanja yang
belum fokus, diecer-ecer hingga 260 ribu lebih kegiatan,
tanpa memikirkan apakah pengeluaran tersebut bisa
memhbuahkan output dan outcome.

Belanja mereka belum produktif, dengan belanja
birokrasi tetap paling rakus yakni mencapai 59% dari total
anggaran daerah. Untuk daya saing, berdasarkan survei
Badan Risetdan Inovasi Nasional 2021, 60% daerah berka-
tegori sedang ataurendah. Hal itu serupa dengan penilaian
Indeks Inovasi Daerah 2020, yang mana 55 kabupatendan
3 kota tidak dapat dinilai inovasinya alias disclaimer.

Soalintegritas dantransparansi sami mawon alias sama
saja. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah me-
miliki nilai reformasi dan birokrasi yang rendah. Belum
lagi banyak kepala daerah, tak kurang dari 430 orang sejak
2004, yang menjadi terpidana kasus korupsi.

Berderet-deret persoalan itu jelas bukan perkara sem-
barangan. Ia tak bisa terus-terusan dibiarkan karena tak
hanya berdampak pada rakyat setempat, tetapi juga bisa
berimbas pada tujuan bernegara. Sekadar contoh, peme-
rintah daerah yang tertatih-tatih dalam meningkatkan
kualitas pendidikan di daerahnya sebagai amanat desen-
traliasi akan berakibat buruk pada kualitas sumber daya
manisia nasional.

Betul bahwa sudah ada daerah yang mau dan mampu
mengelola anggaran pendapatan dan belanja dengan baik.
Namun, kemauan dan kemampuan itu belum merata se-
hingga ketimpangan pembangunan masih saja terasa.

Pada konteks itulah, sudah semestinya pembenahan terus
dilakukan dengan meningkatkan pendampingan dan peng-
awasan. Konsep stick and carrot mesti betul-betul diterapkan.
Beri penghargaan kepada daerah yang bagus dalam menge-
lola anggaran termasuk kucuran dana dari pusat. Sebaliknya,
beri sanksi kepada mereka yang masih saja ugal-ugalan.

Sepatutnya pula pemerintah dan DPR secepatnya menge-
sahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. RUU ini penting karena didesain untuk
mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional
yang efektif dan efisien. Caranya, lewat hubungan ke-
uangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan
masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Kita tak mungkin kembali ke masa lalu, ke masa sen-
tralisasi. Semangat otonomi bagus, sangat bagus. Yang
terpenting kini ialah meluruskan dan memastikan agar
pelaksanaannya selaras dengan semangat itu.

Jangan sampai otonomi hanya dinikmati para penguasa
dan raja-raja kecil di daerah. Jangan sampai pula desen-
tralisasi terus menjadi desentralisasi korupsi.



